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Pengantar

dari GIZ

Penerapan perjanjian baku dimaksudkan untuk mempermudah transaksi atau
proses jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Namun penentuan klawsul-
klausul secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam perjanjian tersebut memiliki
kelemahannya tersendin, yvaltu celah untuk mengalihkan tanggung jawab yang
bartentangan dengan hak-hak dasar konsumen, misalmya untuk mendapatkan
ganti rugi. Perfunya perlindungan hukum untuk menjaga pemenuhan hak-hak
konsurnen dalam sefiap perjanjian baku menjadi salah satu fokus darl proyek
ASEAN-leErrman PEOTELT.

ASEAN-lerman PROTECT merupakan provek yang dilaksanakan oleh Dewtsche
Geselischalt fir internabonale fusammenarbelt (GI2) GmbH dan didanal oleh
Kermenterian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman
(BMZ). Proyvek ini bertujuan untuk mewujudkan pasar yang mengakomodasi
kepentingan pelaku usaha dan konsumen secara berimbang, serta mendukung
inisiatif negara-negara anggota ASEAN, baik di tingkat regional maupun nasional,
dami terwujudrya Masyarakat Ekonomi ASEAN vang dimamis dan beronentasi
pada masyarakat. Bersama dengan ASEAN Committee on Comsumer Protection
[ACCP), kami memBasilitasi dialog dan kerja sama antara 10 negara anggota ASEAN
untuk mencapai komitmen-komitmennya yang tertuang dalam ASEAN Strotegic
Action Plan on Consumer Protechion [ASAPCP) 2016-2025.

Secara khusus di Indonesia, provek ASEAN-lerman PROTECT, antara lain, berupaya
meningkatkan efekthitas perlindungan konsumen melalui kerja sama dengan
berbagal pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan advokasl masyarakat
dalarn topik-togik pilihan. Dalam kesempatan ini, kami bekerja sama dengan ahli-
ahli perfindungan konsumen mengeanal perjanjian baku, Sebagaimana diketahus,
pengaturan mengenai perjanjlan baku, atau lebih spesifik mengenal klausula-
Klausula di dalamnya, sudah dimuat dalam Undang-Undang No. B Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen [LIUPK) serta peraturan perundang-undangan

lainnya.

Marmun, sejalan perkembangan dunia saat ini, terutama pesatmya laju digitalisasi
ekonomi yang juga berpengaruh dalam pengadaan perjanjian baku digital, penting
bagi pemerintah serta lembaga terkait dan pelaku usaha untuk memahami lekih
lanjut mengenai masalah-masalah yang sering ditemukan dalam penggunaan



perjanjian baku tradisional maupun digital di Indonesia. Dengan adanya rancangan
perubahan ULPK, buku ini juga akan membahas rencana pengaturan perjanjian
bakuw di masa depan sebagai sofusi masalah yang dikadapi pada saat ing,

Akhir kata, kaml berterima kasih kepada kedua penulis utama dan jajaran
kontributor yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya dalam upaya
meningkatkan kesadaran bersama mengenai pentingnya penerapan perjanjian
baku yang adil demi kesejahteraan konsumen Indonesia. Semoga buku ini dapat
memberikan manfaat berupa pemahaman tentang masalah dan solusi perjanjian
baku di Indonesia, dan sebagai kajian perbandingan bagi negara-negara anggota
ASEAN lainnya. Kami terbuka dan menghargai jika ada masukan darl berbagai
pihak deml penyempurnaan buku ink.

Desember 2020

Proyek ASEAN-Jerman PROTECT
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Pengantar

dari Penulis Utama

hMemenuhi permintaan Deutsche Gesellschaft filr internationale Zusammenarbeit
(GIZ) ombH, kami memuesun buku dengan judul Bunga Rampai Perlindungan
Konsumen - Perjanjian Baku - Masalah dan Solusi, dibantu oleh beberapa
kontributor yang ahli dalam bidang masing-masing.

Sejak Revolusi Induestr 1.0, perjanjian baku semakin barmyak dan sering digunakan
untuk memfasilitasi masifikasi perdagangan barang dan/atav jasa. Pemanfaatan
perjanjian baku semakin masif pada saat Rewvolusi Industri £.0 saat ini dalam
bentuk perjanjian baku digital,

Berhubung perjanjian baku merupakan perjanjian vang dibuat secara sepihak
sehingga terjadi myars tanpa negosiasi, maka Klausula baku yang terkandung di
dalamnya cenderung berisi klaesula eksonerasi atau klausula eksemsi (exoneration
clauses atau exemplion clowses), vaitu syarat dan ketentuan yang menambah hak
dan/atau mengurangi kewajiban pembuatnya, dan sebalikrnya mengurangi hak
dan/atau menambah kewajiban pihak yang menerima perjanjian baku tersebut,
Dengan demikian, konsurmen sebagai penerima perjanjian baku tersebut seringkali
berada dalam posisi yang asimetris yang menimbulkan berbagai ragam masalah
perlindungan konsumen yang membutuhkan solusi,

Sebagaimana diketahul bahwa di Indonesia pada saat ini sedang dilakukan
perubahan Undang-Undang Momar 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsurmen
[UUPK], yvang i dalam Program Legislasi MNaslonal {Prolegnas) direncanakan
perubahan UUPK tersebut telah dapat diselesaikan pada tahun 2022.

Di dalam perubahan Rancangan Perubahan UUPK tersebut, pengaturan tentang
perjanjian baku, baik yang non digital dan yang digital, dilakukan secara lebih rinci
dan lengkap dibandingkan dengan pengaturan tentang klausula baku di dalam UUPK.

Burku ini memaparkan tidak hanya masalah penggunaan dan pengaturan perjanjian
baku yang dihadapi konsumen Indonesia di dalam ULUPK maupun peraturan
perundang-undangan lain, melainkan juga akan dikemukakan rencana pengaturan
parjanjian baku di masa depan sebagai sodusi masalah yvang dihadapi pada saat ini,

Dengan gava praxis dan bahasa vang populer diharapkan buku ini mudah dipahami
aleh sermua lapisan konsumen dan pelaku usaha/pernyedia jasa, baik di Indonesia
rraupun di luar Indonesia.

il



Semoga buku ini dapat memberikan manfaat berupa pemaharman tentang masalah
dan solusi perjanjian baku di Indonesia, dan merupakan suatu perbandingan bagl
negara lain.

Semua masukan untuk perempumaan buku ini di masa depan, tentu akan
sangat dihargal oleh GIZ, dan sebagai akhir kata pengantar ini kami menyampatkan
penghargaan dan terima kasih kepada para kontributor, dan semua pihak yang
telah memberikan bantuan sehingga bukuw ini dapat diterbitkan.

Desernbear 2020

Penulis Utama
Praf. Dr, Johannes Gunawan, 5H,, LLM
Praf, Dr, Bernadette M, Waluya, 5H, MH.,, CN
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Pendahuluan

Dalam sejarah umat manusia, unfuk mempertabhankan kehidupanmya manusia
senantiasa melakukan hubungan dengan manusia lainnya. Hubungan antar
rnanusia inl multl aspek, salah satu di antaranya adalah aspek perdagangan barang
dan/atau jasa,

Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, sebelum dikenal wang, perdagangan barang
danfatau jasa tersebut dilakukan melalul barter atau pertukaran barang dan/atau
jasa, Berhubung dalam pertukaran barang dan/atau jasa dapat terjadi hambatan
karena ketidaksetaraan nilai atau ketidakcocokan kebutuhan pada barang dan/
atau Jasa yang dipertukarkan, maka diciptakan uang komoditas. Uang komoditas
adalah barang yang pada umumnya dibutubkan oleh setiap manusia, seperti bahan
pangan baik tumbuhan mavpun ternak. Mata vang paling awal yvang digunakan
dalarm perdagangan barang dan/atau jasa muncul pada milenium ke-3 54 di Mesir
dan Mesapotarmia, beruga ermas batangan yvang karus ditimbang setiap kali akan
digunakan sebagai alat tukar. Baru pada tahun 2500 5M, perdagangan barang
dan/atzau jasa mulal menggunakan mata uang emas dan perak'.

Baik perdagangan barang dan/ataujasa melalui barter maupun melalui penggunaan
alat tukar berupa vang, secara hukum senantiasa akan meanimbulkan perjanjian
atau kontrak dalam bentuk lisan danfatau tertulls. Perjanjlan ini merspakan hasil
Lavwiar rmenawsr dlau perundingan antara para pihak yang melakukan perdagangan
barang dan/fatau jasa tentang harga, syarat, dan ketentuan mengenai barang dan/
atau jasa obyek perdagangan.

Tawar menawar atau perundingan tersebut masih dapat ditakukan sebelum terjadi
perjanjian karena barang danfjasa obyek perjanjian merupakan barang dan/fatau
jasa yang dibuat dan disediakan satu deml satu secara manual [hondgmade).

Marmun demikian, Revolusi Industri 1.0 yang berfangsung antara 1750 — 1850 telah
menghasilkan mesin wap, sehingga proses produksi barang tidak lagi dilakukan
cecara manual (hondmade) yvang menghasilkan barang satu demi satu, melainkan
dapat dilakukan dengan bantuan mesin yang menghasilkan barang secara massal,
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